
 

  

 

 

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR   7   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a.  bahwa  program  pembangunan  jangka  menengah  di  

Kota Cirebon   telah dituangkan ke dalam Peraturan 

Daerah Kota  Cirebon  Nomor 5 Tahun 2019    tentang    

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  

Kota Cirebon Tahun 2018-2023;  

b. bahwa  berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan  

Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  

(RPJMD)  Tahun 2020   sebagaimana   dimaksud   pada   

huruf   a,   perlu dilakukan  penyesuaian  terhadap  

sasaran  tahunan  dan target  pencapaian  sasaran  

sampai  dengan  akhir  periode perencanaan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah 

Peraturan Daerah Kota  Cirebon  Nomor 5  Tahun 2019  

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  

Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan   

Peraturan Daerah Kota Cirebon; 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950                  

Nomor 45), sebagaimana telah  diubah  beberapa   kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13                   

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950  tentang   Pembentukan 
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Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara` Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagimana    telah    diubah  beberapa kali,  terakhir  
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dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik     Indonesia     Tahun    2020    Nomor   131,  
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020                 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah                    

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan                      

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9    

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat                        

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 236); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 86); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan 

Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat 

Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8  

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat                   

Tahun 2019 Nomor 8); 

 

 

 



6 
 

32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 

33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 8); 

34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12             

Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 63);  

35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah                                  

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon                   

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 69); 

36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon      

Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 88);  

37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 107);  

  
 

 

  Dengan Persetujuan Bersama 
 
 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 
 

  dan 
 

  WALI KOTA CIREBON 

 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023. 
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Pasal  I 
 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 5 Tahun 2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023                     

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5)  

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di 

undangkan.  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. 

 

 

 Ditetapkan di Cirebon 

 pada tanggal 24 Agustus 2021 
 

 WALI KOTA CIREBON, 

 

                         ttd, 

 

     NASHRUDIN AZIS 

 

Diundangkan di Cirebon  

pada tanggal 26 Agustus 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 

                           ttd, 

 

                  AGUS MULYADI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR  7        

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT: 

NOMOR ( 7 /120 /2021) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR   7   TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019                      

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH                      

KOTA CIREBON TAHUN 2018-2023 

I. UMUM 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan kepada Pemerintah 

Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah. 

 Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah 

pembangunan daerah dalam  jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana 

pembangunan untuk jangka  waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. 

RPJMD Kota Cirebon sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Cirebon dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025, 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RPJMD Kota Cirebon 2019-2023 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta 

memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat.  

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon, dilakukan evaluasi 

terhadap hasil RPJMD. Evalusi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023, 

memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan 

untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah                        

Kota Cirebon sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD 

sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23                    

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang 

mengamatkan    bahwa   RPJMD   dapat   diubah   apabila   berdasarkan   hasil  
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pengendalian dan evaluasi tidak  sesuai dengan perkembangan keadaan atau 

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Lebih lanjut perubahan RPJMD Kota Cirebon  memenuhi poin 3 dalam 

Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perubahan 

RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. Hasil pengendalian  dan evaluasi  menunjukkan  bahwa  proses  perumusan, 

tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017; 

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017; dan 

c. Terjadi perubahan  yang  mendasar,  perubahan  yang  mendasar mencakup 

terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 

budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan 

kebijakan nasional. 

Sejak ditetapkannya penyebaran Corona Virus Desease 2019                         

(COVID-19) sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional melalui Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, 

pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Cirebon menunjukkan 

peningkatan jumlah kasus positif dan wilayah persebaran. Hal ini memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam 

pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Salah satu 

kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan juga oleh Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon yaitu melakukan refocusing dan realokasi anggaran  untuk  

penanganan kesehatan, penanganan dampak  ekonomi,  dan penyediaan jaring 

pengaman sosial (social safety net). Hal ini diikuti dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon yang menambahkan prioritas pembangunan yaitu 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Corona Virus Desease 2019  (COVID-19). 
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Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon                                        

Tahun 2018-2023 didasarkan pada penyelarasan beberapa peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019    (Covid-19) sebagai 

Bencana Nasional; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang  

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 237); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 

Nomor 8); 

Substansi RPJMD Kota Cirebon yang mengalami perubahan meliputi 

gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai 

dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; 

permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Corona 

Virus Desease 2019    (COVID-19); target indikator tujuan dan sasaran; strategi 

dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub 

kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah 

Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan 

indikator kinerja program. 

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Cirebon dilakukan mutatis 

mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam      

Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata  
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Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan 

rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan 

akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor  5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah                       

Kota Cirebon 2018-2023. 

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023 

sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan                          

di Kota Cirebon. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

  

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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